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PERATURANBUPATITABALONG 

NOMOR 02 TAIIUN 201 1 

TENTANG 

PENETAPAN BATASAN PAG lJ .J UMLA H SlJRAT PERMI NTAAN PEMHAYARAN (SPP) 
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI KPA PADA DINAS PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN KEKA Y AAN DAERAII TAll UN ANGGARAN 201 1 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABALONG, 

\llen imbang a. bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 201 Peraturan Mcntcri 
Dalam egeri omor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Menteri Dalam egeri omor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan /\ tas Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pcngclolaan Kcuangan Dacrah pcrlu menetapkan 
batasan pagu jumlah jumlah Surat Pem1intaan Pemhayaran (SPP) 
Tan1bahan Uang Persediaan (TU) bagi KPA pada Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 20 I I 

\tfengi ngat 

b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Dinas Pcngelolaan 
Keuangan dan Kekayaan Oaerah yang diantaranya SPP-Tl · pcrlu diatur 
batasan jumlah dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan h. perl u ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong. 

I. lJndang-Undang omor 8 Tahun 1965 tentang Pemhcntukan Daerah 
Tingkat I I Tanah I aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Jl 
Tabalong (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2'156); 

2. Undang-Undang omor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan egara 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 omor 47. 
Tambahan Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4286): 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan cgara 
(Lembaran Negara Rcpub1ik Indonesia Nomor Tahun 2004 omor 5. 
Tambahan Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355): 

/4. Undang-lJndang .. ....... ......... . 



4. Undang-Undang omor I 0 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Pcraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 

omor 53, Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 43&9 ); 

5. Undang-Undang omor 15 Tahun 2004 tcntang Pcmcriksaan Pcngelolaan dan 
Tanggungjawab Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah 
diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 
tcntang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844): 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te lah diubah dengan Pcraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman 
Pengelolan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tcntang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (I ,embaran Daerah Kahupaten 
Taba1ong Tahun 2007 Nomor 09. Tamhahan Lembaran Daerah Kahupaten 
Tabalong Nomor 03); 

II I. Peraturan Dacrah .......... . ... .. . .. . 



Menetapkan 

II. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor I 0 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 04); 

12. Peraturan Dacrah Kabupatcn Tahalong Nomor 02 Tahun 20 I 0 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Dacrah Kabupaten 
Tabalong Tahun 20 I 0 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 0 I ); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 20 I 0 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
Anggaran 2011 ( Lcmharan Daerah Kabupatcn Tabalong Tahun 2010 
Nomor 18 ); 

14. Peraturan Bupati Tabalong Nom or 26 Tahun 2010 ten tang Pcnjabaran 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Kabupatcn Tabalong Tahun 
Anggaran 20 II ( fkrita Dacrah Kabupatcn Tahalong Tahun 20 I 0 Nomor 
28); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TF:NTANG PENETAPAN BATASAN PAGU 
JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBA Y ARAN (SPP) 
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI KJ>A PADA I>I NAS 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAII TAIIUN 
ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 

Dalam rangka pengclolaan pcngcluaran kcuangan sccara cffcktif dan crtisicn 
oleh Bendahara Pcngcluaran Pcmbantu SKPD Dinas Pcngelolaan Kcuangan 
dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang diantaranya SPP-TU pcrlu 
ditetapkan batasan jumlahnya. 

Pasal 2 

Batasan jumlah SPP - TU sebagaimana dimaksud dalan1 pasal I tcrcantum 
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

/Pasal 3 .. .. .. ........ . .... . 



Pasal 3 

Batas waktu penggunaan SPP-TU berlaku lehih dari 1 (satu) bulan. scsuai 
dengan keperluan atau untuk kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal 
yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh pcristiwa diluar kendali Pengguna 
Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya sisa SPP-TU disetorkan ke 
Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 4 

Jeraturan Bupati ini berlaku tcrhitung sejak tanggal 4 Januari 20 II. 

1\gar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Tabalong. 
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